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KEPALA DESA DERSALAM
KABUPATEN KUDUS

FERATURAN DESA DERSALAM
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEFPALA DESA DERSALAM,

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai
wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan
secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-
besarnya kemakmuran masyarakat desa;

bahwa Angparan Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan
penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip
kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga
menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan
pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat
adil, makmur dan sejahtera;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Tahun Anggaran 2024,

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);



10.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor & tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539} sebagaiman telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomer 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Eepublik Indonesia Nomor
5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor S5558), scbagaimana telah
diubah dengan Peraturan Feraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 8 Tehun 2016 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang
Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Hepublik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Eepublik Indonesia
Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomer 53);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa ( Benita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomeor 1037)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 65 tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan
Mentri dalam Negeri Republik Indonesia Nomeor 112 Tahun

2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara
Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1221)

Peraturan Mentern Dalam Negernn Republik Indonesia
Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
{ Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20183 Nomor
611}

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 158);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Dasrah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman
Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan
Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 159);
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12,

13.

14,

15.

16.
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19,

20.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian,
Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan

Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 296):

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas
Fenggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868):

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun
2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
145 Tahun 2023 tenteng Pengelolaan Dana Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun
2017 tentang Pedomnan Pengelolaan Badan Usaha Milik
Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017
Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus
Nomor 210);

Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2014 tentang
Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa di Kabupaten
Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015
Nomor 26);

Peraturan Bupati Kudus Nomeor 10 Tahun 2016 tentang
Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus (Berita
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomer 10);

Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tehun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun
2016 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus
(Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 9);

Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun
2016 tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa di
Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus
Tahun 2017 Nomor 10};

Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun
2015 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata
Kerja Pemerintah Desa Sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomeor 9 Tahun 2017 Tentang
Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015
tentang Pedoman Penyusunan Organmisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun
2017 Nomor 30);
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26,

27.

28,

29,

30,

31.

32,

Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Pelaksanaan FPeraturan Daerah Kabupaten
Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan
Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten
Kudus Tahun 2017 Nomor 31};

Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2017 tentang
Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupatenm Kudus
Tahun 2017 Nomor 38);

Peraturan Bupati Kudus Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa di
Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 6);

Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 30);

Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/282/2019 tentang
Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan
Perangkat Desa di Kabupaten Kudus;

Keputusan Bupati Kudus Nemor 900/13/2020 tentang
Penetapan Besaran Tunjangan dan Biaya Operasional
Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kudus:

Peraturan Bupati Kudus Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Peraturan Dacrah Kabupaten Kudus Nomor
2 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus
Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan
Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor
34

Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2020 tentang
Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa (Berita Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 1641);

Peraturan Bupati Kudus Nomor 58 Tahun 2023 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2024,

Peraturan Desa Dersalam Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dersalam
Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Tshun 2020-2025,
(Lembaran Desa Dersalam Tahun 2020 Nomor 7);

Peraturan Desa Dersalam Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran
Desa Dersalam Tahun 2018 Nomor 3);

Peraturan Desa Dersalam Nomor 3 Tahun 2023 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa Dersalam Tahun 2024,
(Lembaran Desa Dersalam Tahun 2023 Nomor 3):




Dengen kesepakatan Bersama

BADAN FERMUSYAWARATAN DESA DERSALAM
dan
KEPALA DESA DERSALAM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN FENDAPATAN DAN
BELANJA DESA DERSALAM TAHUN ANGCGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dersalam Tahun Anggaran 2024 adalah
sebagai berikut ;

1. Pendapatan Desa Rp 2.182.189.000
2. Belanja Desa Rp 2.557.408.826
Surpuls/(Defisit) Rp (375.219,.826)
3. Pembiayaan
a. Penerimaan Pembiayaan Rp 375.219.826
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp 0
Selisih Pembiayaan (a-b) Rp 375.219.826
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran Rp 0
Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran vang merupakan bagian tak
terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pazal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuar;
a. APB Desa;
b. Daftar Penyertaan Modal;
c. Daftar Dana Cadangan;
d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan AFBE
Desa.

Fa=al 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan
bencana, keadaan darurat, dan mendesalk.

(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan
anggaran jenis belanja tidak terduga.

(3) Pemerintah [Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana,
keadaan darurat, dan mendesak vang belum tersedia anggarannya, vang
selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan
APBDesa.




(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan
tidak dapat diprediksi sebelumnya;
b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

- berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau
permasalahan sosisal; dan

€. berskala lokal desa.

™

Pasal 6
Dalam hal terjadi:
a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun
berjalan
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar ohyek
belanja; dan
¢, kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menvebabkan
SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan
Kepala Desa dapat mendahului perubahan AFBDesa dengan melakukan

perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan
memberitahukannya kepada BEPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa
ini dalam Lembaran Desa Dersalam,

Ditetapkan di : Dersalam
Pada tanggal : 30 Januari 2024

A AR
= ﬂ__::_q._____

“CKEPALA ﬁﬁﬁ.,
/ -I_..r - 7 Ll'}‘ |

Diundangkan di : Dersalam
Pada tanggal » 30 Januan 2024
SEKRETARIS DESA

¥

DELYA SA ANANDA, S.Pd.
LEMBARAN DESA DERSALAM NOMOR | TAHUN 2024



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DERSALAM
KECAMATAN BAE KEABUPATEN KUDUS

= - —_—————

KEFUTUBSBAN PIMPFINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DERSALANM

NOMOR : 141 / 02 /2024

TENTANG

KESEPAKATAN ATAS PENYEMPURNAAN PERATURAN DESA DERSALAM
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGAEREAN 2024

a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud

1.

dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka
dan bertangpung jawab untuk sebesar-besarmya kemakmuran
masyarakat Desa;

.bahwa Anggaran Pendapatan dan DBelanja Desa Tahun

Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan
pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan,
efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,
dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam
melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju
masyarakat vang adil, makmur, dan sejahtera;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2024,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

. Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54935,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomaor 6573];

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomeor 123, Tambahan Lemharan Negara Republik
Indonesia Nomor 5539 sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);



10.

11.

12,

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nemer 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2004);

Peraturan Mentenn Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata
Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
159);

Peraturen Menteri Dalam Negeri Nomeor 1 Tahun 2016 tentang

Pengelolaan Aset Desa [Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 53);

Peraturan Menteri Dalam Neperi Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomeor 611);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 119 Tahun 2019
tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran [uran
Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 868,

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023
tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 151};

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145
Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa [Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295};
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22,

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Momor 3 Tahun 2015
tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun
2015 tentang Pedoman Penvusunan Organisasi dan Tata
Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus
Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 202);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah
Kebupaten Kudus Tashun 2015 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 185),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 tahun
2015 tentang Pedoman Pembanguan Desa, (Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomeor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 203);

Feraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus (Berita
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 10};

Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten
Kudus Tahun 2017 Nomor 38);

Peraturan Bupati Kudus Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa di Kabupaten
Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor
6);

Peraturan Bupati Kudus Nomeor 30 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);

Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar
Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kudus (Berita
Dacrah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 33}

Peraturan Bupati Kudus Nomoer 37 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomer 30 Tahun
2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa [Berita Dacrah
Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 38);

Peraturan Bupati Kudus Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5
Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa
Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun
2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah
kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 3);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

23, Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2020 tentang Tata
Cara Pengadaan DBarang/Jasa di D2ss (Berita Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 36);

24, Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/282/2019 tentang
Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
di Kabupaten Kudus:

25.Keputusan Bupati Kudus NHomor 90G/13/2020 tentang

Besaran Tunjangan dan Biaya (Jperasional Badan
Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kudus;

26.Peraturan Bupati Kudus Nomor 58 Tahun 2023 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2024},

27.Peraturan Desa Dersalam Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangla Menengah Desa Dersalam
Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Tahun 2020-2025,
(Lembaran Desa Dersalam Tahun 2020 Nomor 7|;

2B.Peraturan Desa Dersalam Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perierintah Desa (Lembaran Desa
Dersalam Tahun 2018 Nomor 3);

29. Peraturan Desa Dersalamm Nomor 3 Tahun 2023 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa Dersalam Tshun 2024,
(Lembaran Desa Dersalam Tahun 2023 Nomeor 3);

MEMUTUSHKARN :

Memberikan Kesepakatan Atns Penyempumaan Peraturan Desa
Dersalam Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 berdasarkan hasil

Evaluasi Camat Bae, sebagaimana terlempir vang mempal-:an
bagian tak terpisahkan dari Keputusan- ini; !

Menyampaikan Keonutusan ini kepada Kepala Desa Dersalam
sebagel Dasar Penetapan Rancangan F_a?aturﬂ;n Desa Dersalam
tentang Feraturan Desa Dersalam Nomen 1 Tahun 2024 tentang
Anggaran Pendapaian dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024

menjadi Peraturan Desa;

Keputusan ini mulal berlaku padé tangzal ditetapkan,
Ditetapwan di Dersalam
- Pada Tsnpgal 29 Januari 2024

BADARN FERMT.'FE—T,H.Wﬁ.RﬂTﬂH DESA
DERSALAM

Herua

| \/Tu: o0

?ULITMTTD. S.E.




BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DERSALAM
KECAMATAN BAE

KABUPATEN KUDUS
E%

BERITA ACARA
RAPAT PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DERSALAM

Pada hari Senin tanggal dua puluh sembilan bulan Januari tahun dua ribu
dua puluh empat bertempat di Balai Desa Dersalam Kecamatan Bae Kabupaten
Kudus telah dilaksanakan Rapat Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa
Dersalam yang membahas: Persetujuan Penyempurmnaan Peraturan Desa Dersalam
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024,

Rapat Badan Permusyawaratan Desa Dersalam sebagaimana tersebut di atas

dihadiri oleh Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa Dersalam sebagaimana
tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Dalam Rapat Pimpinan Badan Permusvawaratan Dess tersebut telah
diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta
sebagai berikut :

“Menyepakati atas Penyempurnaan Peraturan Desa Dersalam tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 untuk disahkan
menjadi Peraturan Desa”

Demikian Berita Acara rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk
dipergunakan seperlunya dan apahila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan
diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Dersalam
Pada tanggal 1 29 Januari 2024

FIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN
Ketua

g
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YULIYANTO, SE



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DERSALAM
KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS

Hari : Senin
Tanggal : 20 Januar 2024
Jam : 19.30 WIB - Selesai
Tempat : Balai Desa Dersalam
Acara : Rapat BPD tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Dersalam Tahun Anggaran 2024
NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
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Dersalam, 29 Januari 2024

BADAN FERMUSYAWARATAN DESA

DERSALAM

Ketua,

PR
Vi

YULIANTO, S.E.



RISALAH / NOTULEN

HASIL MUSYAWARAH DESA (MUSDES) MEMBAHAS RANCANGAN
PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA DERSALAM
TAHUN 2024

Pada hari ini Jumat tanggal Sembilan Belas bulan Januari Tahun Dua ribu
dua puluh empat, bertempat di Balai Desa Dersalam Kecamatan Bae Kabupaten
Kudus, telah dilaksanakan rgpat bersama antara Pemerintah Desa dan BPD
Desa Dersalam membahas Rancangan Peraturan Desa Dersalam Tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (rincian terlampir) dengan
Hasil sebagai berikut:

a. Memberikan Kesepakatan Atas Rancangan Peraturan Desa Dersalam
Nemer 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2024 berdasarkan hasil (setelah) Evaluasi Camat Bae;

b. Menyampaikan Keputusan ini kepada Kepala Desa Dersalam sebagai
Dasar Penetapan Rancangan Peraturan Desa Dersalam Nomor 1 Tahun
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

2024 menjadi Peraturan Desa.
Demikian Risalah/Notulen Rapat bersama membahas rancangan Peraturan

Desa Dersalam tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2024 untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notulen Rapat,
Ketua, Sekretarias BPD Dersalam

\E-/\jlﬁn*
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Lampiran Risalah/ Notulen Rapat

1. Pokok-Pokok hasil yang disepakati sebagai berikut :

a. Jumlah Anggaran Pendapatan Kp. 2,182,189.000,-
Surplus/ Defisit (Rp. 375.219.826,-)
b. Jumlah Pembiavaan Desa :
* Penerimaan Rp. 375.219.826,-
« Pengeluaran Ep. - .-
* Pembiayaan Netto Rp. 375.219.826,-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan : Rp. 375.219.826,-
2. Jumlah Pendapatan sebagaimana tersebut diatas, terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Desa sebesar : Rp.  146.405,200,-

b. Tranfer : Rp.2.030.283.000,-
¢. Lain-lain Pendapatan desa vang Sah : Bp. 5.500.000,-(+]
Jumlah : Rp.2.182.189.000,-

3. Jumlah Belanja sebagaimana tersebut di atas terdiri dari
a. Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa : Rp. 950.404.678,-
b. Belanja Pembangunan Desa : Rp. 982.031.100,-
¢. Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Desa :Rp.  204.535.200,-
d. Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa : Rp. 259,287 .848,-
¢. Belanja Penanggulangan Bencana Rp.  161.150.000-
Jumlah : BEp. 2.557.408.826,-

4. Jumlah Penerimaan Pembiayaan di atas berasal dari ;
= SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya Ep. 375.219.826,-

Demikian Risalah/ Notulen Rapat bersama membahas rancangan Peraturan
Desa Dersalam tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2024 untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notulen Rapadt,
Ketua, Sekretaris BRPE Dersalam

nan

WLITAHTD SE WAHKHID ARIYANTO



KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DERSALAM DAN BPFD
DESA DERSALAM KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS

TENTARG

PERATURAN DESA DERSALAM TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA DERSALAM
TAHUN 2024

Pada hari ini Selasa, tanggal tiga pulub bulan Januari, tahun dua rbu dua
puluh empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Muhammad Sulaiman : Kepala Desa Dersalam dalam hal ini
bertindak wuntuk dan atas nama
Pemerintah Desa Dersalam selanjutnya
disebut PTHAK KESATU

2. Yulivanto, SE : Ketua BPD Desa Dersalam
Sukirno Wakil Ketua BPD Desa Dersalam
Wakhid Arivanto Sekretaris BPD Desa Dersalam

dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Desa Dersalam selanjuitnya disebut PIHARK
KEDUA

Menvatakan bahwa:

1. PIHAK EKEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan
Desa Dersalam tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dersalam
Tahun Anggaran 2024 beserta lampirannya yang telah digjukan PIHAK
KESATU.

2. PTHARK EEBATU menerima hasil pembahasan dan kesepakatan Rancangan
Peraturan Desa Dersalam tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Dersalam Tahun Anggaran 2024 beserta Lampirannya yang telah disepakati
bersama dengan PIHAK KEDUA.

3. PIHAK KESBATU segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dersalam Tahun Anggaran
2024 Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlalou.

4, PTHARK KESATU, =elanjutnya menetapkan Peraturan Desa Dersalam tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dersalam Tahun Anggaran 2024,

Demildanlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak
untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
- WAB LB

PIHAK KEDUA

% . 1. YULIYANTO, sam-ﬁn .......
HAMMAD SULAIMAN

2. sum&nn&&
3. WAKHID mwmd




BERITA ACARA

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DERSALAM
TAHUN 2024

Pada hari Selasa, tanggal Tiga Puluh bulan Januari, tahun dua ribu dua
puluh empat. Pemerintah Desa Dersalam bersama Badan Permusyawaratan
Desa Dersalam Kecamatan Bae Kabupaten Kudus telah melakukan
musyawarah bersama untuk menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Dersalam Tahun 2024 di aula Balai Desa Dersalam pukul 13.00 WIB,

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa,
perwakilan BPD, serta 2 orang saksi,

Kudus, 30 Januar 2024
Mengetahui,
ml,’{'upﬁh DE'.SE Dersalam KETUA BPD

=
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LAMPIRAM
FERATURAN DESA DERSALAM
MOMOR 1 TAHUMN 2024
TEMNTANG
ANGGARAN PEMOAPATAN DAM BELAMLA DESS
AMGGARAN PENDAPATAM DAMN BELANJA DESA
FEMERINTAH DESA DERSALAM

TAHUN ANGGARAN 2024

Jenls APBDes : APBDes Awel

KODE REX URALAN ““?::T"” KETERANGAN
1 2 3 4
4 PENDAPATAN
41, Pendapatan Asli Desa 146.405.200,00
43 Pendapatan Transfar 2030, 243 500,00
43 Pendapatan Lain-tain 5.500,000,00
JUNLAH PENDAPAT AN 2.482.189.000,00
8, BELANJA
81, Belanja Pegawai 613.213.632.00
5.2, Belanjo Bereng dan Lasa 1,344,878, 84E6.00
5.3, Balanja Modal 435 186, 348.00
54, Batnje Tidak Terduga 161.150,000,00
JUMLAH BELANJA 2.557 408.526,00
SURPLUS | (DEFISIT) {375.219.526,00)
(3 PEMBIAY AN
6.1, Parsrimasn Pambayasn AT5.2159.828,00
81,1 SILFA Tahun Sebalumnya a75.218.826.00
PEMBIAYAAN NETTC I7%,218.828,00
SI3A LEAIH PEMBIAY AAN ANGGARAN 0,00

= 4=
2 DERSALAM, 05 February 2024
“KEPALA DE‘.B:-I'I'-
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LAMPIRAN
PERATURAN DESA DERSALAM
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTAMG

ANGEARAN PEMDAPATAN DAMN BELANIA DES

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PFEMERINTAH DESA DERSALAM

TAHUM ANGEARAN 2024

Janls APBDes : APBDes Awal
s o e amasmonn
1 i 3 4 5
4, FENLDMAF AT AN
41, Pandapatan Asd Desa 148405, 500,00
432, Pandagatan Trankder 2030243 800 00
43, Pendepatan Lain-lain 5.500_000,00
JURMLAH PEMDAPATAN Z.182,1A9,000,00
5
1 950, 404.678.00
14, Penyelenggaran Belanja Sltap, Tunjangan dan Oparnsional T41.073.501,00
Pemerintahan Dosa
1101 Panyadiaan Penghasian Telap dan Tunjangan Kapala Basa S7.7E0.000.00 | ABO
1101 | 64, Bedanja Pegawal S.TA0L002,.00
1,102 Paryadiaar Penghasian Tetap dan Tunjangan Perangkal Desa 30247800000 | ano
11402 | B4, Balurjn Pogowal 302, 47R,000,00
1.1.03 Periyadizan Jaminan Soslel pagl Hepsla Desa dan Pempgks) Desh 28, T96.060,00 | ADD
1.1.03 | B4 Enlanja Pegawal 28,786 880,00
1.1, 0 Eu;ui,;lgdm Dperesional Pemardmah Desa (AT, Honor FIKPKD dan PPE 101,195.866,00 | ADD, DLL, PAD,F
11.04 | 52, Betanja Basang can Jasa 101, 125.569,00
1.1.0% Penyadisan Turangan BRD 102.500.000.03 | ADD
11405 | 81, Belargs Pegawal 102 E00.00, 00
1.1.08 Paryedisan Operasional BPD (mpat, ATK, Makan Mirum, Fekaien Seraga 11.811,000,00 | aDD
m, Lisirik di)
1106 | B2 Belanjs Bareng den Jass 14,841,000, 06
1,1.07 FPenyedinan insarbiliQparasions] RTRW S HEELA0 | ADD
1107 | 81, Sedanja Pegawal &, 586.912,00
1407 | 53, Belanfa Barang dan Jasa AB3.000,00
1.1.08 Pary=dean Opsrasional Pemariniah Desa yang bersumber dar Dena Dos 12,150.000,00 | DOS
B
1.1.08 | 52, Beianja Barang dan Jass 12, 150.000,00
1.1.H Pm{;ﬂm Tunjangan Tambehan Penghasian dad Penpelolsan Taneh B 11E.186.640,00 | PaO
arg
198 | A Belnja Pegaani 116,196 640,00
182 Pemyedaan Jaminar Sostal bagl BPD. Pegrwal Desatdcmin BT, AW, Lin 4015, 200,00 | ADD
mias, Masyarakat Retanimision
1182 | 5.4, Belanjs Pegwai 1.796.200,00
T oe0er7aed 1 Halarman 1




HEHK{;HEHG URAIAN mﬁf‘i“" SUMBERDANA
1 2 3 4 -]
11182 | 53, Balanja Barsng dan Jase 2,220.000,00
1.2, Penyedinan Sarana Prasarang Pemerimtahan Deda S8.631.821,00
1201 Penyedinan Serana (Aset Tetan) Parkaniorsn/Pemarsishn 12L168.000,00 | aDD
1.2.01 | 5.2, Belmnfn Barang dan Jrsa E_A0CU000, 00
L2m | 583, Bietan|a Model 5.BE5.000,00
1.2.02 Pomednrasn Qedurg Prasamna Kanjer Desa A8,523858.00 | Ban, FEH
1802 | 52, Balanjs Barang dan Jasa 33,523.658.00
1280 Pemeliharaan garsna perkanloman \pemerintahan 4.882862,00 | PEM
1290 | 52, Belanfa Bafang dan Jasa 4. 562 62,00
1.3, Pengalolaan Administrasl Kepandudukan, Poncstatan Sioil, Stabstk 100,503,000,08
dan Kearsipan
1303 Pefinssunan, Pendatsan, dan Pomutshiran Profil Doas *) B4 85700000 | ops
a2 | 52, Belanja Barang dan Jasa B4, 95700000
1.2.08 Pangelolasn Adminsirsi den Keamsipan Pemarintshan Dess . 000,000,00 | ADD
1503 | 52 Balnrjs Bararg den Jasa 29,000,000, 00
1.2.05 Pametam don Anatsls Kemiskinan Desa socara Partispatf 8.207.000,00 | oos
1305 | 52, Balanga Bararg dan Jasa BLI07 000, D
1399 In.‘nlrl-{u.ln Sub Bldeng Adminisirasi Kependuduken, Capll, Statistk dan Hear 233900000 | ADD
pan
1399 | 52 Belanja Barang dan Jesa 2,333, 000,00
1.4, Penyelonggarann Tatn Prajs Pemerintahan, Persneonenn, Keusngan AR T5E,556,00
dan Pelaporan
14,0 Panyatangparain Musyawarah Pammeanasn Desafenbahosan APBDes | 8,855 000,00 | AGh
Reguler)
1401 | B2, Budanja Barang dan Jasa 6,555.000000
14,02 gmgﬂﬂn Musyaramran Desa Lainmys (Mugdus rembug desa Man 220500000 | PRH
1402 | 82 Balana Barang dan Jasa 2.208.000,00
14,09 Pemyusunan Dokumen Ferencanasn Deda (RPIMOesaBKPDesa dl) 2.840.000,00 | ADD, DDSE
14063 | 53 Belania Barang dan Jasa #1.540.000,00
1,4, 04 m';lunmn Dakumen Keusngan Dess (4P80es, APBDes Parubahan, LP 3.325.000,00 | PAD
14,04 | 52, Baelan|n Barmng dan Jass 132800000
14,08 Pangeiclean Adminisirasi/ InventarsasiPanisien sast Dess 5.065.000,00 | PAD
14,08 | B3 Balanja Barang dan Jass 5.045.000,00
1.4.07 th:mmn Laporan Kepala Dasa, LPPOesa dan Informas! Kepada Masy dR5 50500 | PBX
am
14,07 | B2, Befanja Barpng den Jase 456 506,00
14,08 Pangamhangan Sister Inlomesi Desa ¥ E00 000,00 | ops
14.08 | 52 Balanjn Barang dan Jasa TA00.000,00
1.4.80 Adminisiras Pangalolen HKeuangan Desa (Fajak Bunga, Bisra Transter, B 1.900.000,00 | Pap
izya Kliring o)
14480 | 52 Balanfa Berarg dan Jasa 1. 930.000.00
1.5 Sub Bldang Pertanahan 4.440.000,00
[ Prisiod by Giskouces  [WEASRElFUREE AL Halamar 2




REKENING URAAN ""‘:‘:t‘:-']“" SUMBERDANA
i | 3 4 )

1.6.07 PanarfieniFPensgasan Bates/patok Tanah Kss Dess 444000000 | DDS

1.507 | 52, Belanis Barang den Jass & 440.000,00

A - BUHAN 202.031,900.09

-4 Sub Bidang Pendicikan 8,750.000,00

2101 Pemyalenggaran PALIDITHSTPATHATPO/Madrasah MonFormal kiik Das §.000.000,00 | DD
& (Hianor, Pakeian dil)

2101 | B2, Balonia Barang dan Jasa 8,060,000 50

2104 Pemaihaman Sarena Presarans PerpusiakaenTamen Bacaan'Sanggar B A TE0.000.00 | DOs
edajar Mk Dose

2104 | 8.2, Badlanga Barang den Jasa 3.750.000,50

23, Sub Bidang Kesshatan 206,E21,500,00

2.2.02 Penyelenggarsam Posyandu (Msn Tembehen, Hls Sumi, Lermsia, seni) 2B3,BTT 50000 | pos

2..02 | 52, Balanga Barang den Jasa 263,877 800,00

2202 | 53, Eaipnia Modad 9,900,000,00

2203 Peryuluhan dan PeloEhan Bidang Kesehalan (Uniuk Masy, Tenaga dan Ka 3,030.000000 | poOE
der Kasehatan df)

23m | BA. Balanja Bamng dan Jasa A,030.000,00

2,04 Peryelenggerasn Desa Sags Kesahatan 33,003.000,00 | oos

2204 | I Belanja Bamng dan Jasn 33,003.000,00

2.2.08 Pengaauhan Berasma slsu Bins Kekisegs Baita (B¥8) 546100000 | oos

2206 | 3. Bedanja Barang can JeLa 5461, 00, D

208 Pemellharaan Sarsna Prasarans PosyanduiPolindes/PED 1.250.000,00 | DDS

208 | 5.2, Belanja Barang don Josn TS 00 00

3. Sub Bideng Pekerjsen Umum dan Penatasn Ruang 613301 504,00

2.3.02 Pameliharasn Jalan Lingoungan PemuidmanGang ALT.050.006,00 | DL, PEK

2302 | 5.3, Eealanis Berang dan Jasa 167.050.000,00

2302 | B3, Balan | Modal 200.000. 000,00

2.3.08 F"u:lnll;lqur“n Presarana Jolen Desa (Gomng-jomong/Saiokan™erLDrens 121.766.300.00 | DOs DLL
=1

2306 | 52, Betan|a Bararg dan Jesa 121,788, 300,00

2310 PembamgunanfababilitasPeningkatanPangarssan Jalen Desa **) 122 535 30,00 | DDS, DL

2310 | 532, Balarga Barang dan Jasa 122,925, 3008,00

2316 PembangumaniFohabifeshPenngkatan Pemakeman Millk Ceaa's tus Bar T.550.000,00 | ADD
sajarah

2375 | 52 Ealenja Barang dan Jass T.560.000,00

2.4, Sub Bldang Kewasan Pemukiman A6, X58.000,00

24.07 Pemalikaranr Fasditas Papgaiolaan Sampah Desa (Pemampengan, 45,356.000.00 | =8
Bank Samgah, dil}

2407 | 82, Balanja Barang dan Jasa 45.258.000.00

3 N B INALN 204 .635.200,00

a1, Sub Bldeng Heterteraman, Keterttbon Umum dan Pedindungan A9.913.700,00
Masyarnknt

41,02 Pangunisn & Peningkatan Kepashas Tenoga Heamananiatariiben aleh P 4367320000 | DAL PEH
Bmdes

[ Prinkrd oy Sinkeicies  EESGERER AR Halarman 3




na:‘:l?r;s URMAN mw SUMDERDANA
1 4 a | &

iim2 | 53, Belanin Barang dar Jasa 43.872.200,00

3.1.07 PalstihanFempdican Seslalinas) kapads Masy. dl Bid. Hukum & 844050000 | oos
Pelirdung=n Masy,

2107 | 52, Bstanjy Barang den Jass 5.440,500,00

1.2, Suly Bidang Kebudayaan can Kaagamaan 50,760.000,00

202 Pargifman Kortingen Group Kesenlan & Hehudayaan [Wakil Dogs th, Ke 3.000.000.00 | oos
ciFahiEal)

3202 | 62 Belariy Barang dan Jass 3.000.000,00

3.2.03 Faryelenggaran Festival Kesonizn, AcolFebudayaen, dan Kegamaan (HU AT 7000000 | DDS, PAD
T R, Raya Keagamaan dil}

3203 | B2 Bedanjn Barang dan Jasa 47, TE0L000, 00

14, Sub Aldang Kelembagasn Mesyarakat 104 561,500,00

4,4, Pemnbinsan Lembege Adns 4 200,000,000 | PAD

3401 | 52, Biedana Barang dan Jasa 4.200.000,00

A4.03 Pambinaan PEE 21.507.500,00 | apo

d4.08 | 83 Belanja Barang dan Jasa 29.507.500,00

24,04 Pelatihen Peenbinsar Lembaga Kamasyamkatan 5.000,000.00 | Pap

a4 | 532, Beedenjn Barang dan fnsa 50000, Oe e, D

44,80 Pembiraan RTAW 2.01T.R00.00 | ADD

A460 | B3, Betanja Barang dam Jasa 52.017.500,00

34,91 Pembinaan Karang Tanina 1,536 500000 | oos

4481 | 520 Belanja Barang dan fasa 21,939, 500,00

A EIDANG FEMBERDAY AAN MASYARAKAT £59,287.840.00

i1, Bub Bldang Kelautan dan Perkanan 232491, 348,00

4.1.61 Pemelharnan Kammisatolam Perikenan Darel Mk Dess ZZZAT11.343.00 | ODS

2101 | 853, Eelanje Modal 2224711.348,00

4,4, Bub Bideng Pemberdayasn Perempuan, Perlindungan Anak dan 3. 585.000,00
Kaluarga

4.4 01 Fetslikan dan Pemyuiuhan Femberdayasn Parempisan 4. 580,000,00 | Ons

4401 | 532, Ewianja Barang dan feas 4,989,000, 00

4,450 Pengustan dan Dukunpgan Kepeda Masyarakat d Desa (fakdr miskin, anak 29.000.000,00 | oos
yatim dil

d4.80 | 57, Biedanja Barang dan Jasa 28,000, 000,00

4.5, Sub Bidang Koperasl, Usaha Mlero Kecil dan Menangah (UMKN) 2.887.500,00

4,501 Pelotiban Marajemen HoperosUDARHR 2407.500,00 | DDE

4,501 | 52 Befanfa Barang dan Jesa 2 BET 500,00

5 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DARURAT Dl MENDESAK OF 169 150.000.00

&1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana 2.750.000,00

5.1.00 Kagistan Pananggulonon Bancana 2.780,00000 | Bos

5100 | &4, Baianja Tk Terduga 2.750.000,00

5.3, Sub Bidang Keadnan Mendemak 158.400.0:00.00

EA.DD Parmanganon Keednon Mendeaak 158.400.000,00 | ooS

E3.00 | 54, Balanja Tidak Terduga 1SE.A00.000,00

| Provied by Shkeudes.  WESane R AR Hataman 4
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Mgl URAIAN ma SUNBERDANA
i 2 3 a 5
. ﬁ
JUMLAM BELAM AN 2 65T 40882600
SURPLUS | (DEFIZIT) (ATE. 210 A26,00)
6. | PEMBIAYAAN
6.1, Panerimaan Pembisyaan 3T5.21R.E2R,00
PEMBIAYAAN NETTC I75.210.826,00
|
BISA LEEH PEMBLAY AAN AMNGGARAK | 1l [
— 1
« DERSALAM, 08 Fobruary 2034
ff HEPALA b;'sa
ul by
MUHAMMAD SULAIMAN
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FEMERINTAH KABUPATEN KUDUS3
Form Evsluasi - PP 43 Tahun 2014 Pasal 100(b) jo. PP 11 Tahun 201!

Eval UAS]I HOMPOSIS| BELANJA APBDESA

FEMERINTAH DE3A DERSALAM
TAHUN ANGGARAMN 2034 STATUS APBDES : APBOes Awsl
- - ———— —
Total Belanja Befana Oparasional Balanjia Mon Oparaskonal
Koda Jaris Belsrja -
Rugiah Rupizh = Fugiah 5
8.1, Bednnja Pagawel E13.293.632,00 AB2ASA D000 | 744 150,356, 63200 | 74,52
5% Balanja Barang dan Jasa 1.344.870.845.00 19814000, 0E 0.a8 133490678600 | B2
53 Balana Modal 438,166,348, 00 0,00 a,a0 S3EL 166, 348,00 | 100,00
54, Betanja Tidak Teruga 161.150.000,00 00 | 0,00 161.150,000,00 | 100,00
Juirda 2.557 404 B2, 00 T4 BED.O00,00 18,56 2082 T30, 835,00 01, e
— —
Batas Maksimal Sisya Oonmsions adsiah J0% darl Total Belania Deso Kompoalal Belonjs Operasional 18,58 %
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PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
KECAMATAN BAE

JI. Kudus Colo Km. § Kodus Kode Pos 59352
Telp. (0291) 430010 Faks {0291) 430010
Email ; kee baeiogmail com Website : bee kuduskab.go.id

LAMPIRAN
PERIHAL

TEMBUSAN :

Kudus, fj Jamuar 2024

140/ L% /34.02/2024 Kepada

SEGERA Yth. KEPALA DESA DERSALAM
1 (satu) bendel KECAMATAN BAE

Haséi Evaluasi Rancangan Peraturan di-

Desa Dersalam fentang Rancangan

APB Desa Tahun Anggaran 2024,

KUDUS

Menunjuk Surat Saudara tanggal 26 Januar 2024 Nomor - S00/08/33.07 1

perinal Mchon Evaluasi Rancangan APB Desa TA 2024

Berdssarkan Ketentuan Pasal 40 ayal (1) Peraturan Bupalli Kudus Nomor 30

Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Rancangan Peraturan
Desa lentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disampaikan Kepala Desa kepada
Camat paing lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

Bersama ini kami sampaikan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa dimaksud,
sebagaimana terlampir, dan selanjutnya diminta kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

Berdasarkan Ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, paling lama 20 (dua puluh) han kerja,
Kepala Desa bersama BPD untuk segera melakukan penyempumaan dan penyesualan
terhadap Rancangan Peraluran Desa Dersalam flentang Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, unfuk sefanjuinya ditetapkan
menjadi Peraturan Desa Dersalam tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2024,

Berdasarkan Ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Bupali Kudus Nemor 30 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa apabia hasil evaluasi fidak
diindaklanjul olsh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan
Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Dasa dan Rancangan Peraburan
Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa menjadi Peraturan Kepala Desa, Bupati
membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Bupali.

Penganggaran dan pelaksanaan Rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2024 yang
ditetapken dengan Peraturan Desa, sah apabila memenuhi ketenfuan peraturan

penundang-undangan.
Demikian untuk menjadikan perhatian.

1. Bupati Kudus (sebagai laporan) ;

2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Kudus ;

3. Tim Evaluas! Ranperdes tentang APBDesa Kec. Bae |
4, Ketua BPD Desa Dersalam.



LAMPIRAN Surat Camat Bae.
Nomor 140/ 38 [34.022024
Tanggal 4 Januari 2024

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA DERSALAM TENTANG

RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

. ASPEK ADMINISTRAS! DAN LEGALITAS
Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolsan Keuangan Desa dan
Peraturan Bupali Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelofaan Keuangan Desa,
BPD telah menyepakali Rancangan Perdes tentang APB Desa dan 3 hari setalsh disapakati
barsama, disampaikan kepada Camal untuk dievaluasi.

Il. ASPEK KEBIJAKAN DAN STRUKTUR APBDesal PERUBAHAN APBDesa

[

Aspek Kabijakan Umum

Berdasarkan Permendagr Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengeloiaan Ksuangan Desa dan
Peraturan Bupali Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Desa, Rancangan Perdes tentang APBDesa disusun berdasarkan RKP Desa tahun
berkenaan.

Struktur APBDesa bagian Pendapatan
Pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer sudah sesuai dangan Pagu Indikatif
Cesa dan/atau Pendapatan.

Struktur APBDesa bagian Belanja

- Penempatan Pos Belanja belum sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelotaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupali Kudus Nomor 30 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

- Penempatan Pos Belanja agar disesuaikan dengan Pemmendagri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupafi Kudus Momor 30 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku;

Struktur APBDesa bagian Pembiayaan

Pada Pos Penermaan Pembiayaan terdapat SiLPA tahun anggaran sebelumnya dan telah
digunakan seluruhnya sesuai dengan Pemmendagr Nomor 20 Tahun 2018 ftentang
Pengelolaan Keuargan Desa dan Peraturan Bupati Kudus Nomeor 30 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Lain-lain

Pada Rancangan Peraturan Desa Dersalam tentang Rancangan Anggaran Pendapalan

dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, Konsideran Mengingat agar di tambah

12, Paraturan Menteri Desa, Fembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor
7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024);

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana
Desa,

i
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Lembar Kerja Evaluast RAPB Desa

Kabupaten . KUDUS
Kecamatan i  BAE
Desa :  DERSALAM
KESESUAIAN
NO. ASFEK /| KOMPONEN PERIKSA = ALAT VERIFIKAS] KETERANGN
YA TIDAK
1 Aspek Administrasi dan Legalitas
1.1 Apaksh semua dokumen evaluasi telah v .
diterima dari Desa secara lengkap
1.2 Apakah pengsjuan Rancangan Perdes Berita Acara hasil musyawarah | Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati
tentang APB Desa atau Rancangan BPD terkait Pembahasan dan| bersama. Peraturan Desa tentang APB Desa/
Perdes tentang Perubahan AP Desa v 2 Penvepakatan Peraturan Desa| Perubshan APB  Desa hamus  diajukan
dilakukan tepat waktu tentang APB Desa/Perubahan | kepada Camat untuk dievaluasi
APB Desa (lihat tanggal
keputusan)
1.3 Apakah BPD  telah  menyepakali Berita Acara hasil Musyawarah | Berdasarkan Ketentuan yang mengatur
Rancengan  Perdes tentang APB BPD terkait Pembahasan dan | tentang
Desa/Rancangan Perdes tentang| V . Penyepakatan Peraturan Desa BFD
Perubahan APB Desa tentang APB Desa/Perubahan
APB Desa

Kesirnpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:
Telah sesual dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman)
Pengelolaan Keuangan Desa.




2 Aspek Kebijakan dan Struktur APB Desa/Perubahan APB Desa

2.1 Umum

2.1.1 Apakah Rancangan Perdes tentang AFB RKP Desa atau RKP Desa Perubahan tahun
Des/Perubahan APB Desa disusun| berkenaan
berdasarkan RKP Desa/RKP Desa
Perubahan tehun berkenaan

212 Apakah pendapatan pos Pendapstan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

telah acsUAl dengan  peraturan
Perundang-undangan

tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan
Peraturan Bupati Kudus tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Desa

Kesimpulan penilaian aspek Kebijakan Umum

Telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolasn Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 teptang Pedoman

Pengelolaan Keuangen Desa.

2.2

Pendapatan

221

Apakah estimasi pendapatan rasional
dan realistis

222

Apakah estimasi pendapatan Desa yang
bersumber dar Pendapatan Asli Desa
rasional dan realistis, serta didapatkan
gsecara legal dan telah diatur dalam
Peraturan Desa

Peraturan Desa terkait PADesa

223

Apakah estimasi pendapatan Desa yang
bersumber dari Dana Transfer rasional
dan realistis

Melihat Pagu Indikatif Desa dan/atau
Pendapatan pada tahun sebelumnya

Kesimpulan penilaian Struktur APB Des/Perubshan APB Desa bagian Pendapatan

Pendapatan Desa vang bersumber dari Dana Transfer sudah sesuai dengan Pagu Indikatil Desa dan/atau Pendapatan.




2.3

Belanja

2.3.1

Apakah penempatan pos belanja sesuai
dengan peraturan Perundang-undangan

Permendagrn  Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan
Peraturan Bupati Kudus tentang Pedoman
Pengelolasn Keuangan Desa

2.3.4

Semua kegiatan Belanja Desa telah
sesuai dengan Kewenangan Desa

2.3.3

Apakah ada program/kegiatan yang
dilakukan lebih dari | (satu) tahun

anggaran (multiyear)

2.3.4

Apakah Belanja Desa yang ditetapkan

dalam APB Desa paling banyak 30%

dipergunakan untuk:

l.Penghasilan tetap dan tunjangan
Kepala Desa dan Perangkat dess;

2.0perasional pemerintahan Desa;

3. Tunjangan dan operasional BPD; dan

4.Insentif rukun tetangga dan rukun
WaTEHA.

23.5

Penghasilan tetap, tunjangan dan
operasional untuk Kepala Desa dan
Perangkat Desa sesual yang ditetapkan
delam Peraturan Bupati

Peraturan Bupati tentang ADD, pengaturan
mengenai penghasilan tetap Kepala Desa
dan Perangkat Desa

236

Besaran tunjangan dan operasional
untuk Anggota BPD, serta insentif
RT/BW  dianggarkan sesuai yang
ditetapkan dalam peraturan Bupati

Peraturan Bupat tentang ADD, pengaluran
mengenai penghasilan tetap Eepala Desa
dan Perangkat Desa, pengaturan mengenai
besaran tunjangan dan operasional BPD




237 Alokasi belanja dengan output yang Standar Satuan Harga Kabupaten
akan dihasilkan logis karena telah|
memperhitungkan tingkat kelemahan

dan goegralis

237 Penggunaan Dana Desa masuk dalam Peraturan vang menyangkut Dana
skala prioritas, jika diluar prioritas Desa dan penggunaan Dana Desa
sudah ada proses permohonan ijin| V % serta penentuan tipologl Desa
kepada Camat saat evaluasi dan ada
pertimbangan teknisnya

Kesimpulan penilaian Struktur APB Des/Perubahan APB Des bagian Belanja

Pos Belanja perlu dicermati kembali dan disesuaikan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus Nomaor,
30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Agar disempurnakan kembali kode rekening, uraian kegiatan, volume dan harga satuan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.

2.4 Pembiayaan
24.1 Apakah penempatan pos pembizyaan
telah  sesuai  dengan  peraturan| VY -
Perundang-undangan
242 Apakah ada pos pengeluaran
pembiayaan untuk pembentukan Dana : "
Cadangan
243 Apakah Pembentukan Dana Cadangan B ) Peraturan Desa tentang Dana Cadangan

telah ditetapkan dengan Peraturan Desa

2.4.4 Apaleah ada pos pengeluaran
pembiayaan untuk penyertman modal

pada BUMDesa

2.4.5 Apakah  penyertaan  modal pada Peraturan Desa tentang Pembentukan
BUMDesa, telah sesuai  dengan BUMDesa dan/atau hasi uji kelayakan
peraturan Perundang-undangan dan ; ; usaha

ditetapkan melalui Peraturan Desa dan
memenithi nilai kelayakan usaha




2.4.6 Pada evaluasi Perubahan APBE Desas,
pada pos penerimaan pembiayaan| )
terdapat  SilPA  tahun ANgEATAnD
sebelumnya

247 Pada evaluasi Perubahan APB Desa,
apakah SilPA tahun sebelumnya telah| VY
digunakan seluruhnya. |

Kesimpulan penilaian Struktur APB Des/Perubahan APB Desa bagian Fembiayaan

Telah sesuai dengan Permendagr Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupat Kudus Momer 20 Tahun 2018 tentang Pedormear
Pengelolaan Keuangan Desa.

Kesimpulan umum hasil evaluasi

Peraturan Desa Dersalam tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 belum sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus Nemor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keusngan serta Peraturan Bupati Kudus Nomor
58 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024,

Evaluasi dilakukan tanggal : 29  Januari 2024 Tanda tangan Ketua Tim Evaluasi
Hasll Evaluas forst yong tidak sesual)®
| Untuk-disetujui-/ Untuk diperbaiki Desa *

hina Tk. I
0405 199810 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
SEKRETARIAT DAERAH

JI. Simpang Tujuh No. 1 Kode Pos 58313
Telepon (0291) 444164 — 444167 Fax. (0291) 435300
Website . kuduskab.go.id

Kudus, 30 November 2023

Nomor : 400.10.2.4/3730.11/2023 Kepada
Sifat . Penting ¥th. Camat Se — Kabupaten Kudus
Lampiran . 1 (lembar)
Perihal - Fasilitasi Penyusunan APB Desa 2024 di
KUDUS
Dasar :

1. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan
perubahannya;

2. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDesa;

3. Permmendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan
Desa;

4. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa;

5. Permendesa PDTT No. 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

6. Permendesa PDTT MNo. 7 Tahun 2023 tentang Rindan Prioritas
Penggunaan Dana Desa;

7. Perbup Kudus No. 58 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APB
Desa Tahun 2024;

8. Perbup No. 31 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi
WNon Tunal Dalam Pengelolaan APBDesa;

9. Perbup No. 61 Tahun 2023 tentang penghasilan pemerintah Desa;
10. Surat Bupati Kudus Nomor 140/2749/13.00/2023 tanggal 1 September
2023 perihal Prioritas Kegiatan Tahun 2023.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka
memfasilitasi dan percepatan Penyusunan Peraturan Desa tentang APB
Desa Tahun Anggaran 2024 di minta Saudara untuk memperhatikan dan
mealaksanakan hal- hal sabagai berkut:

1. Bahwa dalam memfasilitasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa
tentang APBDesa TA 2024 berpedoman pada
a  Peraturan Bupati Kudus Nomaor 58 Tahun 2023 tentang Pedoman
Penyusunan APB Desa Tahun 2024; dan

b Surat Edaran Bupati tentang Surat Bupati Kudus Nomor
140/2749/13.00/2023 paerihal Prioritas Kaglatan Tahun 2023,

2. Priontas penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 berpedoman
pada Peraturan Menter Desa Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian

Drinrkae Danmnninsss Mans Nasas
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Bahwa dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Penghasilan Pemerintah Desa belum diatur tambahan penghasilan
bagi Perangkat Desa dengan penghasilan tetap tanpa Bengkok yang
merangkap jabatan (Pit), maka bag yang bersangkurtan dapat
diberikan paling banyak 10 % (sepuluh persen) dikalikan panghasilan
tetap atas jabatan yang di tugaskan setiap bulan;

Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 5 ayat (2) huruf f Peraturan
Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan
Program Jaminan Sosial, pemberi kerja penyelanggara negara
wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program jaminan sosial
ketenagakerjaan, maka Pemerintah Desa wajib mengikutsertakan
Kepala Desa dan Perangkat Desa pada jaminan sosial
ketenagakerjaan program Jaminan Pensiun dengan sumber
pembigyaan dari bagian hasil pajak dan retribusi Daerah kepada
Desa;

Guna mendukung program kerja Pemenntah Daerah Kabupaten
Kudus dalam Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kera bagi
masyarakat rentan, maka Pemerintah Desa wajib mengikutsertakan
keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai dalam Jaminan
Sosial Ketenagakerjsan program Jaminan Sosial Kematian dan

Kecelakaan Kerja dengan sumber pembiayaan dari pendapatan Desa
yang sah;

Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 5 ayat 3 Peraturan Bupati
Kudus Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan
Transaksl Non Tunai Dalam Pengelolaan APBDesa, di sebutkan
beberapa jenis belanja yang dapat di lakukan dengan tunai, maka
dalam pelaksanaannya dapat dilakukan transfer kepada Pelaksana
Kegiatan;

Bahwa penggunaan Dana Desa untuk operasional Pemerintah Desa
paling banyak 3 % (tiga persen) dari pagu Dana Desa per Desa
Tahun Anggaran 2024 menunggu ketentuan labinh lanjut;

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilihnan Umum,

Pemerintah Desa dapat menganggarkan uang piket bagi Linmas Inti
Desa sesual standar harga yang berlaku;

Input data pada aplikasi Siskeudes Tahun 2024 harus diinput secara

lengkap dimulai dari:

a. Perencanaan berupa RPJM Desa Periode 2019 -2025 dan RKP
Desa Tahun 2024;

b. Jumal Penyesuaian dan Saldo awal berupa aset Desa dan sisa
stock opname barang tahun 2023 serta hutang dan/atau piutang
jika ada, hal ini tersebut guna askumulasi panambahan data aset
desa tahun sabealumnya dengan tahun yang akan datang;

¢. Input belanja setiap kegiatan harus dirinci sampai dengan rincian
cbyek belanja sesuai rencana kebutuhan dalam satu tahun
anggaran kecuall kegiatan vyang bersumber dari Bantuan
Keuangan Provinsi (PBP) dan Kabupaten (PBK) dapat dilakukan
input sampai dengan jenis belanjanya (belanja modal Upah,
Belanja Moda Material, Belanja Modal Sewa) tanpa rincian obyek
balajanya;

d. Input Dokumen Pealaksanaan Anggaren dan Rencana Anggaran
Kas.



10.

Tembusan:

1. Pj. Bupati Kudus (sebagai laporan);

2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Kudus:
3. Inspektur Daerah Kabupaten Kudus.



TATA CARA PENGHITUNGAN BESARAN IURAN PEMBAYARAN
JAMINAN PENSIUN, JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK)

DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM)

a. Jaminan Pensiun (JP)

Besaran juran jaminan pensiun setiap bulan bagi Kepala dan Perangkat Desa
adalah sebagai berkut:

luran perbulan = Penghasilan Tetap x 3 %

_ Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK):
luran bagi Aparatur Pemerintah Desa dengan perhitungan sebagai berikut:
luran Perbutan = Penghasilan tetap x 0,24 %

luran bagi peroranga. anggota BPD, RT, RW, Linmas dan masyrakat rentan
dengan perhitungan sebagal benkut:

luran perbulan = Upah Minimum Kabupaten x 0,24 %

. Jaminan Kematian (JKM)
luran bagl Aparatur Pemerintah Desa dengan perhitungan sebagai berikut

luran Perbulan = Penghasilan tetap x 0,30 %

luran bagi peroranga, anggota BPD, RT, RW, Linmas dan masyrakat rentan
dengan perhitungan sebagai berikut:

luran perbulan = Upah Minimum Kabupaten x 0,30 %



